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Dita Dwi Septiana 8105160116. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
pada bagian pinjaman di Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah DKI Jakarta 
(KPPD DKI Jakarta): Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan 
yang telah dilakukan selama 24 hari kerja PKL dengan tujuan memenuhi salah 
satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Koperasi Pegawai Pemerintah 
Daerah DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Jaksa No.25 Kebon Sirih Jakarta 
Pusat. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 
sampai dengan 1 Maret 2019. Dengan jadwal jam kerja yaitu senin s.d. kamis 
dimulai pada pukul 08.00-16.30 WIB, sedangkan jum’at pada pukul 08.00-17.00 
WIB. Selama melaksanakan PKL, Praktikan diberikan tugas untuk mengecek 
kelengkapan form pinjaman anggota, menginput data anggota yang kurang 
lengkap pada data di computer, membantu anggota bila ada kesulitan dalam 
mengisi form pinjaman serta menerima panggilan telfon dari anggota yang 
bertanya mengenai data pinjamannya. 
Kendala yang dihadapi selama praktikan melaksanakan PKL, untuk minggu 
pertama masih dalam tahap adaptasi dengan lingkungan kerja di KPPD DKI 
Jakarta, kendala berikutnya koperasi tidak menyediakan nomor antrian untuk 
anggota yang ingin mengajukan pinjaman serta terkendala server dan aliran 
listrik paralel yang membuat komputer tidak berfungsi dengan baik. Cara 
praktikan mengatasi kendala tersebut dengan bertanya pada pihak-pihak terkait 
pelaksanaan tugas praktikan serta dapat mempelajarinya dengan baik. Setelah 
praktikan melaksanakan PKL, praktikan mendapatkan pengalaman mengenai 
dunia kerja yang sesungguhnya, mengeksplor pengetahuan praktikan tentang 
koperasi dan belajar melatih kesabaran praktikan untuk melayani anggota secara 

















Puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya praktikan panjatkan 
kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga praktikan telah mampu menjalankan dan 
melaksanakan setiap tugas dan kewajiban praktikan sebagai seorang 
mahasiswa PKL pada Bagian Pinjaman di Koperasi Pegawai Pemerintah 
Daerah DKI Jakarta ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Laporan PKL 
ini disusun sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.   
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan dituntut 
untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan 
tugas yang diberikan. Untuk dapat menulis laporan Praktik Kerja Lapangan ini, 
praktikan perlu melakukan Praktik kerja selama 24 hari. Setelah memahami 
pengetahuan mengenai kinerja pada bagian di koperasi, maka praktikan dapat 
menulis setiap hal yang diperoleh selama Praktik Kerja Lapangan ini.  
Selama melaksanakan PKL, praktikan banyak memperoleh dukungan 
dan bimbingan dari berbagai pihak, karena bimbingan dan dukungan 
tersebutlah maka praktikan dapat menyelesaikan PKL dan membuat laporan 
PKL ini yang menunjukan bahwa mata kuliah PKL telah selesai. Untuk itu 
praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
membantu, antara lain kepada:  
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1. Prof. Dr. Dedi Purwarna ES, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
2. Suparno. S.Pd, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
3. Agus Wibowo S.Pd.I, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam penulisan laporan 
PKL; 
4. Seluruh karyawan KPPD DKI JAKARTA; 
5. Teman-teman Pendidikan Ekonomi Koperasi B 2016 yang senantiasa 
memberikan saran dalam penyusunan Laporan PKL ini; dan 
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah 
membantu secara langsung maupun tidak langsung. 
Praktikan menyadari bahwa penyusunan laporan ini belum sempurna 
dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman. Oleh karena itu, 
praktikan mengharapkan setiap kritik dan saran yang membangun sehingga 
tercipta perbaikan dimasa yang akan datang. Praktikan sangat berharap, 
semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan positif bagi 
setiap yang membacanya.  
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
Pembangunan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kondisi 
perekonomiannya, namun dapat ditentukan pula oleh ketersediaan sumber daya 
manusianya. Sumber Daya Manusia dapat ditunjukkan melalui kondisi 
penduduk di Negara tersebut. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia 
pada tahun 2018, tercatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 265 juta jiwa, 
Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 
262 juta jiwa pada tahun 2017. Pertumbuhan penduduk tersebut akan 
memengaruhi jumlah angkatan kerja yang terus bertambah. Seperti yang 
dikutip dari Kontan.co.id, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah angkatan 
kerja pada bulan Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang atau mengalami 
kenaikan sebanyak 2,95 juta orang, jika dibandingkan dengan bulan Agustus 
2017 yang sebanyak 128,06 juta orang (Martyasari Rizky, 2018). Angkatan 
kerja merupakan penduduk yang sudah bekerja ataupun sedang aktif mencari 
kerja. Pertumbuhan penduduk yang diiringi oleh kenaikan jumlah angkatan 
kerjanya harus diimbangi oleh peningkatan lapangan pekerjaan, jika tidak 
diimbangi maka akan terjadi pengangguran. 
Dikutip dari detik.com, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia 






sekitar 2% dibandingkan dengan Februari 2017 yang berjumlah 7,01 juta orang 
atau 5,33%. Menurut Suhariyanto (2018), jika dilihat menurut pendidikan 
tertinggi maka persentase pengangguran tamatan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) sebesar 8,92%, sedangkan untuk pendidikan SD ke bawah angkanya 
2,67%, lalu sekolah menengah pertama (SMP) 5,18%, Universitas 6,31%, 
sekolah menengah atas (SMA) 7,19%, dan Diploma I-III sebesar 7,92% 
(Hendra Kusuma, 2018). Dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih didominasi oleh tamatan SMK, 
karena penyebabnya adalah siswa lulusan SMK jumlahnya lebih banyak 
daripada jenjang pendidikan yang lain, tidak sesuainya jurusan SMK tertentu 
dengan industri yang membutuhkan di wilayahnya dan tidak semua industri 
membutuhkan tambahan pekerja lulusan SMK dalam setiap tahun. Belum lagi 
ditambah persaingan bagi orang-orang lulusan perguruan tinggi yang ingin 
memasuki dunia kerja. Sehingga menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka 
yang sangat tinggi bagi lulusan SMK. Maka dari itu, siswa SMA atau SMK 
juga harus dituntut untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 
Misalnya, dengan memanfaatkan program beasiswa yang sudah disediakan 
oleh pemerintah. Karena, biasanya perusahaan akan lebih memilih tenaga kerja 
yang berkompeten dari lulusan perguruan tinggi. 
Uraian diatas menunjukkan bahwa, Perusahaan dan dunia usaha sebagai 
penyerap tenaga kerja menghadapi persaingan yang sangat ketat setiap saat 
sehingga kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik 






keterampilan kerja (skill) yang memadai, dan siap untuk bekerja, sangat 
diperlukan oleh perusahaan. Untuk dapat mengatasi hal tersebut di atas 
perguruan tinggi diharapkan dapat berorientasi pada kompetensi yang 
dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga harus ada link and match antara 
pengetahuan yang diberikan di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja 
(Menurut Yelli Eka Sumadhinata dan Pipin Sukandi, 2016). Pernyataan 
tersebut memperkuat bahwa setiap lulusan perguruan tinggi harus memiliki 
kompetensi dan keterampilan yang baik dalam bidangnya agar sesuai dengan 
kebutuhan dunia kerja. 
Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat 
memfasilitasi setiap mahasiswanya untuk mengasah skill agar siap menghadapi 
realita dunia kerja melalui mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan 
Prodi masing-masing. Terutama dalam Prodi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi Koperasi diwajibkan untuk bisa memiliki 2 keahlian 
dalam bidang yang berbeda yaitu bidang pendidikan dan bidang non 
pendidikan. Dalam bidang non pendidikan ini mahasiswa diberi kesempatan 
oleh Prodi untuk melaksanakan PKL. Kesesuaian dengan bidang studi, maka 
praktikan dapat melaksanakan PKL di Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah 
DKI Jakarta (KPPD DKI Jakarta). KPPD DKI Jakarta merupakan koperasi 
yang manaungi Pegawai Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang notabennya 
adalah PNS DKI Jakarta yang memiliki penghasilan tinggi. Praktikan tertarik 
untuk PKL di KPPD DKI Jakarta karena ingin menambah pengetahuan tentang 







Selain itu, praktikan juga dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan dalam 
perkuliahan, kemudian diimplementasikan dalam pelaksanaan PKL. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi Pendidikan Ekonomi 
memberikan program PKL sebagai upaya agar mahasiswa mampu beradaptasi 
dengan lingkungan kerja yang nyata serta mengasah kemampuan dan 
keterampilan mahasiswa.  
Maksud dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai 
berikut:  
1. Sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Pendidikan mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi Fakultas Ekonomi UNJ. 
2. Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan oleh praktikan 
selama di bangku kuliah pada dunia kerja. 
3. Kegiatan PKL yang telah dilaksanakan oleh Mahasiswa S1 Program Studi 
Pendidikan Ekonomi konsentrasi Ekonomi Koperasi merupakan program 
keahlian yang tentunya memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada 








Sedangkan tujuan dari PKL adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja, khususnya pada bagian 
koperasi.  
2. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama 
duduk dibangku perkuliahan tidak hanya sebatas mengetahui teorinya saja 
tetapi dapat mempraktikan secara langsung.   
3. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten 
sesuai dengan latar belakang bidang studi.  
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan 
sikap disiplin, tanggung jawab, mandiri, kreatif, dan memiliki inisiatif yang 
tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan.  
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa sebagai 
praktikan, bagi perguruan tinggi, dan bagi perusahaan. Adapun kegunaan PKL 
tersebut antara lain:  
1. Bagi Mahasiswa 
a. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 
dan keterampilan tentang dunia kerja sehingga mendapatkan 
pengalaman kerja secara nyata di bidang Koperasi, khususnya pada 







b. Mendapatkan ilmu serta pengalaman mengenai lingkungan kerja pada 
Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah DKI Jakarta (KPPD DKI Jakarta) 
dan bekerja sama dengan orang lain dengan disiplin ilmu yang 
berbeda-beda.  
c. Melatih praktikan dalam proses pekerjaan secara langsung sebagai 
staff bagian Pinjaman sehingga dapat bertanggung jawab terhadap 
suatu tugas yang diberikan. 
  
2. Bagi Fakultas Ekonomi - UNJ 
a. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara Universitas Negeri 
Jakarta dengan Instansi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa 
untuk melaksanakan PKL. 
b. Menyempurnakan kurikulum yang ada pada S1 Pendidikan Ekonomi 
FE UNJ. 
c. Mempersiapkan lulusan yang professional bukan hanya dalam bidang 
pendidikan tetapi pada bidang non kependidikan dan dapat bersaing di 
dunia kerja. 
 
3. Bagi KPPD DKI Jakarta 







b. Ikut berpartisipasi untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang 
professional di bidang koperasi. 
c. KPPD DKI Jakarta dapat merekrut mahasiswa apabila memerlukan 
tenaga kerja, karena telah melihat kinerja mahasiswa selama praktik 
kerja lapangan tersebut.  
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  
 
Sumber: Manajer KPPD DKI Jakarta 
Gambar I-1 - Logo Koperasi 
Praktikan melakasanakan Praktik Kerja Lapangan di Koperasi Pegawai 
Pemerintah Daerah DKI Jakarta (KPPD DKI Jakarta), berikut informasi 
lengkapnya :  
Nama   : KPPD DKI Jakarta  
Alamat   : Jl. Jaksa No. 25 Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat  
No. Telepon  : 021-31926945  
Fax  : 31926221  







Praktikan memilih KPPD DKI Jakarta sebagai tempat praktikan 
melaksanakan PKL dengan alasan KPPD DKI Jakarta adalah tuntutan untuk 
penyelenggaraan PKL dari program studi diusahakan di Koperasi 
Departemen/Kementerian. Selain itu, KPPD DKI Jakarta merupakan salah satu 
koperasi yang menaungi para Pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta yang 
notabennya para PNS Jakarta yang memiliki pendapatan tinggi, ditambah 
kemajuan koperasi yang sangat pesat setiap tahunnya membuat praktikan 
tertarik untuk mengetahui perkembangan dan tata cara pengelolaan koperasi 
tersebut. Adapun praktikan ditempatkan pada bagian Pinjaman. Bagian tersebut 
merupakan unit usaha yang ada di KPPD DKI Jakarta. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan  
Dalam melaksanakan PKL, ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh 
praktikan. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh praktikan 
yaitu sebagai berikut: 
1) Tahap Persiapan PKL  
Pada tahap ini praktikan mencari informasi tentang tempat koperasi 
yang sesuai dan menerima PKL selama tanggal 28 Januari 2019 sampai 1 
Maret 2019. Pada awalnya, praktikan mendatangi Koperasi Pegawai Bank 
Indonesia namun tempat tersebut sudah terlebih dahulu menerima siswa 
SMK yang ingin melaksanakan PKL karena daya tampung yang diterima 
tidak mencukupi maka praktikan memutuskan untuk mencari tempat PKL 






di Jalan Jaksa No. 25 Kebon Sirih Jakarta Pusat dan menanyakan kepada 
bagian administrasi apakah ada lowongan untuk mahasiswa magang di 
KPPD DKI Jakarta, setelah itu praktikan dibawa menemui kepala bagian 
tata usaha KPPD DKI Jakarta, kepala bagian tata usaha mengatakan bahwa 
memang kondisinya sedang kekurangan SDM jadi beliau menerima 
praktikan dan partner praktikan untuk melaksanakan PKL disana. 
Kemudian praktikan mengurus surat permohonan izin pelaksanaan PKL di 
BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) untuk data 
administrasi KPPD DKI Jakarta serta UNJ. Setelah surat izin selesai dalam 
beberapa hari praktikan kembali lagi ke KPPD DKI Jakarta untuk 
memberikan surat permohonan izin serta memastikan bahwa praktikan 
memulai kerja pada tanggal yang telah disepakati.  
 
2) Tahap Pelaksanaan PKL 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 24 
hari kerja, yaitu dimulai pada tanggal 28 Januari 2019 sampai 1 Maret 2019. 
Diawali dengan bertemu Bapak Sayuti Kepala Bagian Tata Usaha KPPD 
DKI Jakarta untuk diberikan penjelasan bagian yang akan ditempatkan 
praktikan dan partner praktikan selama melaksanakan PKL di KPPD DKI 
Jakarta. Setelah mengetahui bagian masing-masing, praktikan ditempatkan 
pada bagian pinjaman kemudian di breafing oleh Bapak Prapto Kepala 
Bagian Pinjaman untuk diarahkan bagaimana teknis pekerjaan yang akan 







Tabel I-1 Jadwal Kerja Praktikan 
 Jadwal Kerja pada Hari Kerja Nasional  
Hari  Waktu Kerja  Waktu Istirahat  
Senin    
Pukul 08.00 s/d Pukul 
16.30 WIB 
  





Jumat  Pukul 08.00 s/d Pukul 
17.00 WIB 
Pukul 11.30 s/d Pukul 
13.00 WIB 
 
3) Tahap Pelaporan PKL  
Tahap selanjutnya adalah praktikan diwajibkan untuk melaporkan 
hasil kegiatan selama praktikan melaksanakan PKL. Praktikan menyusun 
laporan berdasarkan dengan yang telah praktikan kerjakan selama 
melaksanakan PKL pada KPPD DKI Jakarta dengan mengacu pada 
Pedoman PKL FE UNJ tahun 2012. 
Tabel I-2 Timeline PKL  
No. Kegiatan 
  Bulan   
November Desember Januari Februari Maret 
1. Pencarian tempat PKL           
2. 
Konfirmasi pelaksanaan 
PKL kepada Koperasi 
Pegawai Pemerintah 
Daerah DKI Jakarta 





         
4. Pelaksanaan PKL          








TINJAUAN UMUM KPPD DKI JAKARTA 
 
A. Sejarah Koperasi 
Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah DKI Jakarta dibentuk karena dilatar 
belakangi oleh kecenderungan berdirinya koperasi-koperasi kecil di setiap 
lingkungan kerja instansi DKI Jakarta atau boleh dibilang “koperasi-
koperasian” sebab tidak berbadan hukum. Karena banyaknya koperasi kecil, 
Maka pada tanggal 30 Juli 1979, dalam rapat yang dihadiri lebih dari 100 orang, 
disepakati untuk mendirikan koperasi. Karena berkantor di Balai Kota atau 
istilahnya Kantor Gubernur, maka nama koperasinya: “Koperasi Pegawai 
Kantor Gubernur DKI Jakarta (KPKG DKI Jakarta)”, Koperasi ini memperoleh 
Badan Hukum Nomor 1324/BH/I tanggal 28 November 1979.  
Seiring berjalannya waktu, dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 
1982, Gubernur DKI Jakarta menegaskan bahwa Pegawai Gubernur itu bukan 
hanya di Balai Kota, tetapi orang-orang kecamatan dan kelurahan juga 
merupakan pegawai gubernur. Sehingga KPKG diminta untuk melayani 
pegawai sampai kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan perintah dari Gubernur 
DKI Jakarta, maka diadakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga (AD-ART), dan nama KPKG diubah menjadi Koperasi Pegawai 
Pemerintah Daerah DKI Jakarta (KPPD DKI Jakarta) pelayanan mulai 







KPPD DKI Jakarta merupakan suatu organisasi ekonomi masyarakat yang 
bersifat mandiri di luar struktur Pemerintahan, Istilah kemandirian 
menunjukkan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam 
menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri 
sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang 
dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan 
kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya. Koperasi ini mendapat 
banyak dukungan dan kerja keras dari pengurus, pengawas, karyawan dan yang 
paling penting adalah dukungan dari para anggotanya yang semangat 
berkontribusi dalam kegiatan koperasi. Hubungan yang baik antara pengurus 
dan anggota inilah yang membuat koperasi bisa terus berkembang dan maju.  
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa KPPD DKI Jakarta 
diartikan sebagai suatu lembaga atau badan usaha berbentuk koperasi 
berlandaskan hukum yang dapat berjalan diluar campur tangan pemerintah, 
dimana dalam kegiatannya KPPD DKI Jakarta selalu memiliki pola pemikiran 
yang sehat serta komitmen dan etos kerja pengurus yang tinggi membuat 
koperasi mandiri dalam mengambil segala keputusan, menyelesaikan masalah, 
mengendalikan tata kelola koperasi sehingga koperasi dapat berkembang 
dengan sangat bagus. Selain itu, koperasi juga bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan bagi anggota maupun lingkungannya. Oleh sebab itu KPPD DKI 








Visi dan Misi KPPD DKI Jakarta  
KPPD DKI Jakarta memiliki Visi dan Misi yang menunjang dan menjadi 
tujuan kinerja koperasi. Adapun Visi KPPD DKI Jakarta yaitu membantu dan 
mendorong karyawan dan karyawati dilingkungan dalam meningkatkan 
kesejahterahannya, selain itu juga menjadi gerakan ekonomi rakyat yang 
berasaskan kekeluargaan dengan kebaikan manfaat yang banyak didalamnya. 
Misi dari KPPD DKI Jakarta yaitu menjadi koperasi yang bersinergi untuk 
meraih sukses.  
Perkembangan Koperasi   
Kunci sukses pengelolaan sebuah lembaga usaha, termasuk koperasi sangat 
ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. 
Pada tahun 1989 KPPD DKI Jakarta pernah mengalami kolaps. Pada masa 
jabatan tahun tersebut meninggalkan banyak persoalan terutama dengan utang 
yang menumpuk, pemotongan gaji karyawan di blokir karena menunggak 
utang hingga 400 juta pada Bank BPD (Bank DKI). Untuk menutup utangnya 
pada saat itu dengan cara menjual asset satu satunya berupa tanah di kawasan 
cilandak.   
Merasakan begitu banyak permasalahan munculah Bapak Hasanuddin 
yang membangun citra koperasi, membangun kualitas SDM, dan dengan 
berbagai strategi lainnya yang sudah disusun. Berbicara megenai SDM KPPD 
DKI Jakarta memerlukan kualitas yang sangat mumpuni dalam pengelolaan 







dan karyawan, supaya bisa membangun koperasi lebih maju lagi. Seiring 
dengan perkembangan jaman sampai saat ini perkembangan KPPD DKI Jakarta 
melaju pesat.  
Prestasi Koperasi  
Dalam suatu organisasi ada kalanya menemukan titik pasang surut 
keberhasilan. Dengan adanya kondisi tersebut membuat KPPD DKI Jakarta 
terus memperbaiki citranya dalam melayani anggota dan memberikan 
pelayanan yang terbaik untuk anggota sehigga dengan pencapaian tersebut 
KPPD DKI Jakarta memiliki beberapa penghargaan diataranya sebagai 
Koperasi Mandiri pada tahun 1998 dari Kementrian Koperasi, Koperasi 
Berprestasi pada tahun 2001 dari Dewan Koperasi Indonesia, Peran Aktif 
sebagai Anggota Koperasi tahun 2007 oleh Kamar Dagang dan Industri 











B. Struktur Organisasi Koperasi  
 
 
1. Rapat Anggota Tahunan  
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata 
kehidupan koperasi. Semua keputusan yang bersifat mendasar harus 
diputuskan dalam rapat anggota yang merupakan pedoman bagi 
pengurus dalam melaksanakan kegiatan. Dengan demikian rapat anggota 
merupakan forum yang sangat penting serta wewenang yang kuat dan 
sah. Pelaksanaan RAT di Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah DKI 
Gambar II-1 - Struktur Organisasi   






Jakarta termasuk baik, karena seluruh unsur yang terdapat dalam struktur 
organisasi koperasi turut berperan aktif dalam RAT. 
2. Pengawas  
Pengawas merupakan orang-orang yang dipilih dari anggota yang 
bertugas untuk mengawasi, pemeriksaan segala tata kelola kehidupan di 
koperasi. Dilakukannya pengawasan terhadap koperasi memiliki tujuan 
yaitu memberikan informasi yang sebenarnya dan saran seputar keadaan 
koperasi baik dari segi organisasi, administrasi maupun keuangan.  
 
3. Pengurus  
Pengurus merupakan wakil para anggota, pengurus dipilih dan 
disahkan oleh rapat anggota dengan memenuhi syarat guna untuk 
mengelola kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi. 




Gambar II-2 - Nama Pengawas dan Pengurus KPPD DKI 
Jakarta 









4. Manajer  
Manajer koperasi adalah orang yang diangkat dan mempunyai 
wewenang untuk mengatur serta bertanggung jawab dari pengurus 
koperasi yang dipimpinnya. Adapun tugas dari manajer adalah 
menjabarkan rencana kerja menjadi rencana kegiatan usaha, produksi, 
jasa maupun pemasaran yang sifatnya operasional/taktis, memimpin dan 
mengkoordinasikan karyawan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
rencana.  
 
5. Administrasi dan Umum  
Menurut Suparjati, et al (2000) administrasi disebut sebagai 
manajemen perkantoran atau tata usaha. Secara sederhana istilah itu 
dapat diartikan sebagai upaya mengelola dan menata sebuah kantor. Baik 
itu perusahaan besar ataupun kecil memerlukan pengelolaan dan 
penataan. 
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi dan 
umum biasa disebut sebagai bagian Tata Usaha dalam koperasi. Bagian 
tata usaha memiliki tugas yaitu pengarsipan data dan tata kelola surat 
masuk dan keluar, mengurus segala aktifitas peredaraan data surat terkait 
anggota, kelengkapan data anggota, dan berkomunikasi langsung pada 







6. Keuangan  
Bagian keuangan ini yaitu membuat laporan keuangan rekam jejak 
pemasukan dan pengeluaran selama satu periode, membuat laporan 
sebagai acuan menggunakan siklus akuntansi. Pemasukan dapat dilihat 
dari pembayaran pinjaman anggota serta simpanan anggota. 
Pengeluarannya adalah ketika ada penyelenggaran agenda besar yang 
dibuat oleh koperasi dan penganggaran dana lainnya. 
7. Pinjaman dan Usaha  
Pinjaman dan Usaha bagian ini adalah yang mengurus keperluan 
pinjam meminjam dari anggota diantaranya terdapat 3 pinjaman yang 
disediakan oleh koperasi, yaitu: pinjaman uang, kredit motor, dan kredit 
elektronik. Terdapat juga perluasan bidang seperti usaha lain terkait 
pinjaman sebagai pendapatan langsung untuk koperasi yaitu ada 
persewaan rumah kost, rumah kontrakan, persewaan ruangan (kantor, 
kios dll), dan pertokoan.   
 
8. Simpanan dan Keanggotaan  
Simpanan merupakan modal sendiri yang bersumber dari anggota 
yang manfaatnya untuk pemenuhan kebutuhan anggota. Sedangkan 
keanggotaan adalah para pegawai yang mencalonkan diri untuk menjadi 









9. Pengolahan Data dan Informasi  
Pengolahan data dan informasi yang bertugas untuk mengecek data 
anggota yang kurang lengkap serta dokumentasi rekam jejak anggota 
yang ingin meminjam atau baru saja mendaftar sebagai anggota. 
Contohnya seperti jika ingin mengadakan suatu agenda seperti Rapat 
Anggota Tahunan atau Pendidikan dan Pelatihan Koperasi butuh 
pengecekan data alamat lengkap, nomor telefon rumah, nomor hp, 
menyeleksi anggota aktif atau tidak aktif, sekaligus memberikan 
informasi. Memberikan informasi terkait telat bayar pinjaman, informasi 
penting mengenai adanya penyelenggaraan agenda besar, dan informasi 
yang bermanfaat untuk anggota dan pengurus sekalian.  
 
Gambar II-3 - Daftar Nama Sekretariat KPPD DKI Jakarta 
 







C. Kegiatan Umum Koperasi 
KPPD DKI Jakarta menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan oleh 
pengurus sebagai aktifitas sehari-hari melalui kantor sekretariat dalam upaya 
meningkatkan produktifitas usaha guna mencapai program-program yang telah 
direncanakan merupakan tugas rutin yang harus dijalankan dalam peningkatan 
layanan yang semakin prima dan prioritas utama yang harus diberikan kepada 
anggota dalam pemenuhan kebutuhan. Adapun kegiatan usaha KPPD DKI 
Jakarta antara lain:  
1. Simpanan 
Simpanan merupakan modal sendiri yang bersumber dari anggota yang 
manfaatnya untuk pemenuhan kebutuhan anggota, antara lain:   
a. Simpanan wajib, kewajiban setiap anggota dalam membayar simpanannya 
selama menjadi anggota di KPPD DKI Jakarta yang besarnya ditentukan 
pada saat RAT. Besarannya yaitu Rp. 400.000. 
b. Simpanan hari tua adalah simpanan setiap anggota yang melakukan 
transaksi pinjaman uang s.d Rp. 6.000.000 dengan jangka waktu sampai 
dengan 3 tahun sebesar Rp. 10.000. 
c. Simpanan sukarela adalah simpanan ini khusus diperuntukkan bagi anggota 
yang ingin menyimpan uangnya di KPPD DKI Jakarta dengan sukarela 
yang jumlahnya tidak terbatas dan setiap saat dapat diambil dengan 






d. Simpanan khusus penyertaan modal adalah simpanan ini berlaku bagi 
seluruh anggota KPPD DKI Jakarta yang meminjam uang di atas Rp. 
6.000.000, dengan ketentuan besarnya SKPM sebagai berikut:  
Tabel II-1 Nilai Simpanan Khusus Penyertaan Modal KPPD DKI 
Jakarta 
No Besar Pinjaman Uang Nilai SKPM 
1. Diatas 6.000.000 s/d 10.000.000 100.000 
2. Diatas 10.000.000 s/d 20.000.000 200.000 
3. Diatas 20.000.000 s/d 35.000.000 300.000 
4. Diatas 35.000.000 s/d 45.000.000 400.000 
5. Diatas 45.000.000 s/d 55.000.000 500.000 
6. Diatas 55.000.000 s/d 65.000.000 600.000 
7. Diatas 65.000.000 s/d 75.000.000 700.000 
8. Diatas 75.000.000 s/d 85.000.000 800.000 
9. Diatas 85.000.000 s/d 95.000.000 900.000 
10. Diatas 95.000.000 s/d 100.000.000 1.000.000 
 
 
e. Simpanan khusus; simpanan ini merupakan akumulasi SHU anggota setiap 
tahunnya yang didapat dari alokasi SHU pada akhir tahun berdasarkan 
AD/ART yang dibagikan secara memindahbukukan serta diperhitungkan 
secara proposional sesuai keaktifan anggota dalam melakukan transaksi 
baik pinjaman uang, motor dan elektronik/lainnya setiap tahunnya. 
2. Pinjaman uang 
Kegiatan bidang usaha ini diarahkan untuk memberikan pelayanan secara 
langsung kepada anggota yang memiliki kebutuhan berupa pinjaman 








dana/modal kerja yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif atau 
produktif anggota.  
3. Kredit elektronik  
Penyaluran kredit elektronik ini disesuaikan dengan melihat kebutuhan dan 
minat anggota yang ingin mempunyai barang elektronik seperti TV, Kulkas dan 
lain-lain. 
4. Kredit sepeda motor  
Koperasi melihat peluang dan kebutuhan anggota dikarenakan banyak 
munculnya jenis dan merek motor dengan berbagai variasi. Oleh karena itu 
untuk memperluas bidang pada koperasi memunculkan kredit baru yaitu kredit 
sepeda motor.  
5. Persewaan, usaha persewaan yang dilakukan oleh KPPD DKI Jakarta 
diantaranya yaitu: 
a. Rumah Kost 
KPPD DKI Jakarta memiliki rumah kost sebanyak 10 kamar yang 
terletak di belakang gedung sekretariat KPPD DKI Jakarta Jalan Jaksa No. 
25 Jakarta Pusat. Biasanya penyewa kost yaitu orang-orang yang merantau 
dan bekerja didaerah Jl. Jaksa. 
b. Ruangan atau kios  
Ruangan atau kios yang dimiliki KPPD DKI Jakarta disewakan oleh 







 Kios yang terletak di Pejaten Jakarta Selatan, disewa oleh CV. 
Nusantara Grafindo Jaya. 
 Kios yang terletak di Sunter Podomoro Jakarta Utara, disewa oleh 
Bapak Sukarna. 
 Kios yang terletak di Perumahan Karyawan DKI Jakarta Pondok 
Kelapa, disewa oleh Bapak Dony Firmansyah. 
c. Rumah Kontrakan 
KPPD DKI Jakarta telah membeli aset berupa rumah kontrakan yang 
berlokasi di Kota Bambu Selatan Jakarta Barat dengan seluas 283 m2. Saat 
ini rumah kontrakan tersebut telah disewakan kepada pihak 
ketiga/perorangan. 
6. Kerjasama dengan pihak ketiga  
Usaha pihak ketiga dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar 
yang ingin bekerja sama. Pihak-pihak yang terlibat antara lain: 
 Paket Daging Lebaran 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan daging sapi setiap menjelang 
Hari Raya Idul Fitri, KPPD DKI Jakarta bekerjasama dengan PD Dharma 
Jaya dalam hal pengadaan paket daging untuk lebaran. 
 Jasa Pembayaran online 
Untuk memfasilitasi kebutuhan anggota, KPPD DKI Jakarta telah 
menyediakan kemudahan dalam berbagai macam transaksi jasa 








pembayaran yang bekerjasama dengan anak usaha PT Bank BRI, namun 
hasil yang diharapkan masih kecil.  
 Pengadaan Perumahan 
Kerjasama dibidang perumahan, KPPD DKI Jakarta sampai saat ini 
masih terus berupaya untuk menjalin kerja dengan mitra kerjanya dalam 
rangka menyediakan fasilitas kepemilikan rumah untuk anggota KPPD 
DKI Jakarta, namun dari beberapa proposal perumahan yang sudah 




















PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 












Gambar III-1 Struktur Organisasi KPPD DKI Jakarta 
Menurut Supriyanto (2015), bagian pinjaman dalam koperasi simpan 
pinjam berfungsi untuk memproses pinjaman yang masuk. Pada bidang 
pinjaman ini mempertimbangkan setiap permohonan pinjaman anggota dan 
kemudian memutuskan apakah permohonan tersebut boleh disetujui atau 
ditolak. Berdasarkan uraian tersebut, tugas dan tanggung jawab praktikan 
selama PKL di KPPD DKI Jakarta yaitu ditempatkan pada bagian Pinjaman 






dan Usaha. Penyaluran pinjaman uang merupakan hal paling lumrah dan 
diminati oleh anggota KPPD DKI Jakarta yang ingin mengajukan pinjaman. 
Melalui penyaluran pinjaman uang, KPPD DKI Jakarta dapat menghasilkan 
sumber pendapatan terbesar. Pinjaman uang merupakan usaha utama KPPD 
DKI Jakarta. 
KPPD DKI Jakarta memberikan pelayanan kepada anggota dengan 
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anggota, dari 
berbagai kebutuhan tersebut yang masih mendominasi adalah pinjaman uang. 
Penyaluran pinjaman uang tersebut dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini: 
Tabel III-1 Penyaluran Pinjaman Uang KPPD DKI Jakarta 
No. Penyaluran Jumlah Nominal (Rp) 
1.  Tahun 2014  48.236.000.000 
2.  Tahun 2015  44.588.500.000  
3.  Tahun 2016  79.331.000.000  
4.  Tahun 2017  117.034.000.000  
5.  Tahun 2018  94.550.500.000 
Sumber : Data Sekunder KPPD DKI Jakarta 
 
Realisasi penyaluran pinjaman kepada anggota KPPD DKI Jakarta pada  
tahun 2018 tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan dengan memberikan 
Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai sebanyak 2 (dua) kali dalam bulan 






penghasilan yang surplus/lebih dan dampaknya berpengaruh bagi penyaluran 
pinjaman uang kepada anggota KPPD DKI Jakarta. Namun demikian Pengurus 
KPPD DKI Jakarta tidak patah semangat dan selalu optimis dalam memberikan 
pelayanan yang baik dengan ditopang oleh ketersediaan dana yang cukup.  
Pengurus KPPD DKI Jakarta pada tahun 2018 telah mengeluarkan suatu 
kebijakan tentang dana risiko pinjaman anggota dengan cara mengelola sendiri 
secara profesional, hal ini dilakukan dalam upaya melindungi terjadinya risiko 
pinjaman uang kepada anggota dan sebagai bentuk menjaga keutuhan modal. 
Apabila anggota meninggal dunia, maka ahli waris tidak terbebani kewajiban 
hutangnya. Selain itu manfaatnya pun dapat dirasakan oleh ahli waris karena 
dapat menerima pengembalian pinjaman yang telah dibayarkan oleh anggota. 
Mengingat pada tahun 2018 perjanjian kerjasama dengan PT. MNC LIFE 
telah berakhir, hal ini dikarenakan kedua belah pihak tidak dapat menemukan 
kesepakatan dalam bernegosiasi terkait penyesuaian kewajiban premi asuransi 
pinjaman yang diajukan oleh PT. MNC LIFE kepada KPPD DKI Jakarta yang 
menjadi kewajiban anggota dalam melakukan transaksi pinjaman di KPPD DKI 
Jakarta. 
Usaha yang dimiliki oleh KPPD DKI Jakarta adalah pinjaman uang, kredit 
motor, kredit elektronik, persewaan kost, persewaan ruangan/kios, rumah 
kontrakan dan kerjasama pihak ketiga. Pada bidang pinjaman ini praktikan 






kredit elektronik. Persewaan kost, persewaan ruangan/kios, rumah kontrakan 
dan kerjasama pihak ketiga diatur dan dikelola oleh KPPD DKI Jakarta.   
Berdasarkan pendapat Supriyanto (2015), yang menyatakan bahwa pada 
bidang pinjaman ini mempertimbangkan setiap permohonan pinjaman anggota 
dan kemudian memutuskan apakah permohonan tersebut boleh disetujui atau 
ditolak. Maka bagian pinjaman KPPD DKI Jakarta merupakan tempat praktikan 
ditugaskan untuk membantu staff pinjaman dalam mengerjakan beberapa tugas. 













B. Pelaksanaan Kerja 
Pada hari pertama melaksanakan PKL, praktikan menemui Kepala Bagian 
Tata Usaha KPPD DKI Jakarta untuk diberi bimbingan dan penentuan pilihan 
pada bagian pinjaman & usaha atau simpanan & keanggotaan. Setelah itu 
diberikan arahan ketika melaksanakan PKL diantaranya mampu beradaptasi 
dengan karyawan lain, harus ramah kepada anggota dan sebagainya. Setelah 
Memeriksa data 
pinjaman 
anggota di form 
dan computer 

























selesai penentuan, praktikan mendapat dibagian pinjaman dan usaha. Setelah 
itu praktikan diperkenalkan kepada Kabbag. Pinjaman dan Usaha kemudian 
praktikan dibimbing mengenai tugas yang akan dikerjakan selama kurang lebih 
sebulan PKL. Berikut tugas yang diberikan kepada praktikan selama PKL di 
KPPD DKI Jakarta. 
1. Mengecek kelengkapan data pinjaman anggota  
Pada tahap awal praktikan melakukan pemeriksaan kelengkapan data 
pinjaman anggota. Hal ini bertujuan untuk memeriksa bahwa data yang 
dibawa oleh anggota sebagai persyaratan pengajuan pinjaman dinyatakan 
lengkap. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan 
pinjaman diantaranya: 
 
No.  Kelengkapan  Cek  
1.  Copy KTP, KTA & Telp    
2.  Copy Buku Bank DKI 3 bulan  
terakhir  
  
3.  Berkas Pengajuan    
4.  TTD Pengurus Unit    
5.  Input Pinjaman    
6.  Pelunasan    
7.  Verifikasi MSL    
 
Pemeriksaan kelengkapan data dilakukan untuk memastikan bahwa 
anggota tersebut adalah anggota aktif KPPD DKI Jakarta serta layak untuk 
diberikan pinjaman. Bila salah satu data tidak terpenuhi anggota tidak bisa 
Tabel III-2 Kelengkapan data pinjaman 
 






mengajukan pinjaman. Data yang paling sering tertinggal dan tidak dibawa 
oleh anggota adalah fotocopy buku tabungan 3 bulan terakhir dan TTD 
pengurus unit. Berikut syarat lengkap pengajuan pinjaman: 
a. Telah Terdaftar secara resmi sebagai anggota KPPD DKI Jakarta; 
b. Telah tervalidasi potongan melalui Bank dan dana sudah masuk ke 
Rekening KPPD; 
c. Mengisi Formulir Pengajuan Pinjaman dan disetujui pengurus 
unit/atasan; 
d. Menyerahkan Fotocopy KTP dan buku tabungan bank 3 bulan terakhir 
(Asli disertakan); 
e. Plafon Pinjaman Rp. 100.000.000 (Selektif); 
f. Materai Rp. 6.000 (3 Lembar); 
g. Pinjaman Pertama (anggota baru 3 bulan I) Maksimal Rp. 10.000.000; 
h. Besarnya jasa pinjaman yaitu 1,5% per bulan; dan 
i. Jangka Waktu Pinjaman Maksimal 36 Bulan. 
 
Berikut adalah data pengajuan pinjaman yang ditolak oleh koperasi: 
a. Potongan TKD telah mencapai 60%; 
b. Angsuran pinjaman sebelumnya tidak lancar (Daftar Pinjaman 






c. Persyaratan tidak lengkap. 
 
2. Memeriksa data pinjaman anggota di form dan computer 
Pada tahap ini dilakukan pengecekan pada data yang telah diisi di form 
oleh anggota yang mengajukan pinjaman agar data tersebut sesuai dengan 
data yang ada di computer. Form terdiri dari 5 lembar surat, diantaranya:  
a. Form Permohonan Pinjaman Uang; 
b. Form Persetujuan Pinjaman; 
c. Form Surat Kuasa Pemotongan Gaji Tunjangan Kinerja Daerah dan 
Saldo Pada Rekening; 
d. Form Surat Pernyataan; dan  
e. Surat Pernyataan Kesehatan Anggota KPPD DKI Jakarta.  
 
Gambar III-3 Input Data Pinjaman Anggota 







Dari 5 form tersebut, praktikan memeriksa data anggota yang sudah 
diisi lengkap dan menyesuaikan pada data di computer, hal ini dilakukan 
karena biasanya anggota ada yang ganti nomor telepon atau alamat anggota 
pada data di computer kurang lengkap sehingga praktikan dapat 
menyesuaikan dan mengubah data di computer sesuai dengan data di form 
pinjaman kemudian data dapat di input, jika sudah benar maka praktikan 
dapat memberi tanda ceklis disamping form anggota. Namun jika data 
anggota belum lengkap maka praktikan dapat memanggil anggota agar data 
tersebut diisi lengkap. 
 
3. Memisahkan berkas pengajuan pinjaman anggota  
Tujuan dilakukan hal tersebut adalah untuk memenuhi arsip data 
KPPD DKI Jakarta. Pada tahap ini, praktikan memilah dan memilih form 
berkas anggota yang mengajukan pinjaman yaitu terdiri dari 2 kertas 
berbeda yang satu berwarna putih serta pengikutnya berwarna ungu dan 
hijau. Pemisahan berkas berwarna putih dilakukan untuk arsip data KPPD 
DKI Jakarta sebagai persyaratan pengajuan pinjaman anggota dan berkas 
pengikutnya yang berwarna ungu dan hijau digunakan sebagai arsip data 














4. Print out data pinjaman dan simpanan anggota 
 
Gambar III-4 Data Pinjaman dan Simpanan Anggota 
Sumber : Software KPPD DKI Jakarta 
Tahap ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan pengecekan 
kelengkapan pengajuan data pinjaman anggota. Print out ini dilakukan 
untuk mengetahui sudah berapa kali anggota mengajukan pinjaman, 
apakah ada pinjaman yang belum dilunaskan atau nunggak dalam 
pembayaran angsuran. Hal tersebut akan terlihat pada saat print out data 
pinjaman, dan hal tersebut yang menjadi pertimbangan untuk pengajuan 
pinjaman berikutnya atau pada saat itu juga. Dalam tahap ini, banyak juga 
anggota yang tidak mengajukan pinjaman tetapi meminta untuk di cetak 
angsuran pinjamannya. Oleh karena itu praktikan juga membantu anggota 
bilamana ada yang ingin meminta print out walaupun anggota tidak 







5. Analisa pinjaman anggota oleh Staff Pinjaman 
Tahap selanjutnya jika data diatas sudah terkumpul dan lengkap maka 
langsung dilakukan analisa pinjaman oleh staff pinjaman. Analisa 
pinjaman ini menggunakan Microsoft Excel. Untuk melakukan analisa ini 
didukung oleh buku tabungan 3 bulan terakhir. Pengecekan buku tabungan 
3 bulan terakhir dilakukan untuk melihat gaji anggota, potongan Bank DKI, 
potongan angsuran pinjaman KPPD DKI Jakarta, serta Tunjangan Kinerja 
Daerah. Analisa ini dilakukan untuk melihat apakah pengajuan pinjaman 
anggota dapat diterima atau ditolak oleh koperasi.  
 
 
6. Meminta persetujuan kepala bagian pinjaman  
Pada tahap ini berkas yang sudah dilakukan analisa oleh staff pinjaman 
diberikan kepada Kabbag. Pinjaman yang nantinya akan dicek lebih 
mendalam lagi dan memiliki kriteria yang lebih spesifik lagi oleh Kabbag. 
Pinjaman. Dalam tahap ini, anggota dipanggil masuk ke ruangan Kabbag. 
Pinjaman untuk dapat berbicara langsung oleh Kabbag. Pinjaman 
mengenai permohonan pengajuan pinjaman anggota. Setelah disetujui 
maka akan diajukan pada bagian keuangan. Bagian keuangan setuju maka 
pinjaman akan cair pada saat itu juga. 
 
C.  Kendala Yang Dihadapi  
Selama melaksanakan PKL di KPPD DKI Jakarta, praktikan dihadapkan 







menggangu kelancaran praktikan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
Kabbag. Pinjaman. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan 
selama PKL pada minggu pertama hingga akhir kerja sebagai berikut:  
1. Tahap adaptasi dengan lingkungan kerja 
Adaptasi yang dilakukan oleh praktikan merupakan bentuk adaptasi 
terhadap kondisi lingkungan di sekitar tempat kerja. Untuk beradaptasi 
pada lingkungan kerja baru, praktikan juga membutuhkan waktu dalam 
menyesuaikan diri terhadap orang-orang di sekitar tempat kerja. Kendala 
yang dihadapi pada minggu pertama praktikan belum bisa berkomunikasi 
dengan baik kepada karyawan/staff serta belum bisa berkomunikasi dengan 
baik kepada anggota baik secara langsung maupun via telfon.  
2. Kurangnya pemahaman praktikan terhadap software KPPD DKI Jakarta  
Kendala berikutnya dialami oleh praktikan pada minggu pertama. 
Praktikan memiliki pemahaman yang masih minim terkait hal-hal yang 
berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Praktikan ditempatkan pada 
bagian pinjaman di KPPD DKI Jakarta. Penempatan tersebut menuntut 
praktikan agar dapat mengoperasikan software atau aplikasi yang tersedia 
untuk melihat data anggota, menginput data anggota yang mengajukan 
pinjaman, serta melihat sudah berapa kali anggota membayar hutang 
pinjaman. Selain itu, praktikan juga mebutuhkan waktu untuk mempelajari 
bagaimana cara menjawab pertanyaan anggota yang bertanya via telfon 








anggota melakukan angsuran pinjaman dan sisa pinjaman anggota pada 
aplikasi data pinjaman yang tersedia. 
3. Tidak adanya nomor antrian yang disediakan oleh koperasi 
Hal ini menjadi kendala bagi praktikan selama melaksanakan PKL, 
koperasi tidak menyediakan nomor antrian pada bagian pinjaman. Melihat 
banyaknya anggota yang mengajukan pinjaman jadi tidak teratur karena 
setiap anggota yang datang untuk mengajukan pinjaman biasanya berkas 
persyaratan pengajuan pinjamannya hanya diletakkan diatas meja ditempat 
kecil penyimpanan berkas tanpa ada nomor antrian tersebut.  
4. Terkendala server dan aliran listrik paralel 
Pada posisi ini tentunya sangat menghambat pekerjaan praktikan, 
partner kerja praktikan, dan karyawan lainnya. Ketika server menghambat 
software yang sedang berjalan menjadi berhenti seketika. Hal ini tidak 
terlepas juga dari jaringan WiFi yang terkadang sulit di koneksi. Lalu, 
ditambah dengan aliran listrik yang paralel membuat jaringan computer 
menjadi lambat dan bermasalah ditandai dengan software Not Responding. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Cara yang digunakan oleh praktikan untuk mengatasi kendala-kendala 









1. Melakukan komunikasi dengan baik 
Menurut Richard West dan Lynn H. Turner (2007) dalam Teori 
Komunikasi, komunikasi adalah proses sosial dimana individu-individu 
menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan 
makna dalam lingkungan mereka. Ketika komunikasi dipandang secara 
sosial, komunikasi selalu melibatkan dua orang yang berinteraksi dengan 
berbagai niat, motivasi, dan kemampuan. 
Praktikan menyadari bahwa pada kendala nomor 1 masih belum bisa 
berkomunikasi dengan baik terhadap staff ataupun anggota. Maka untuk 
mengatasinya praktikan dapat menerapkan teori komunikasi dari pendapat 
diatas dengan cara melakukan komunikasi yang baik dan bertanya kepada 
staff maupun kepala bagian terkait hal-hal yang berkaitan dengan 
pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan serta melihat bagaimana cara 
kerja staff lama di bagian pinjaman KPPD DKI Jakarta pada saat menerima 
telfon, ramah kepada anggota, dan sebagainya setelah itu praktikan 
mencoba untuk menerapkannya selama melaksanakan PKL di KPPD DKI 
Jakarta. 
2. Bertanya langsung kepada staff pinjaman dan mencoba untuk diajarkan 
Pada kendala nomor 2, cara praktikan mengatasinya dapat bertanya 
secara langsung tentang hal yang masih belum dipahami dengan 
berkonsultasi dan meminta staff bagian pinjaman mengajarkan praktikan 
bagaimana cara menggunakan software yang ada di KPPD DKI Jakarta. 







benar, mengecek angsuran pinjaman dan simpanan anggota, mengetahui 
sisa pinjaman anggota dan sebagainya. Selanjutnya, praktikan mencoba 
untuk menerapkannya ketika anggota bertanya langsung maupun via telfon 
terkait data pinjaman anggota. 
3. Membuat nomor antrian pinjaman 
Pada kendala nomor 3, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu 
koperasi dapat segera membuat nomor urut/nomor antrian bagi setiap 
anggota yang mengajukan pinjaman. Hal ini dilakukan agar tidak ada 
anggota yang mendahulukan anggota lainnya pada saat mengajukan 
pinjaman. Jadi, seharusnya sebelum anggota meletakkan berkas pengajuan 
pinjaman ada baiknya diberikan nomor antrian sesuai kedatangan anggota 
agar berkas rapi dan teratur. 
4. Memanggil teknisi komputer 
Mengatasi kendala yang terjadi pada nomor 4, ketika server 
bermasalah ditandai dengan software yang ada di computer secara tiba-tiba 
Not Responding ditambah lagi dengan jaringan WiFi yang terkadang sulit 
dikoneksi, maka praktikan dapat memanggil bagian teknisi komputer untuk 
memperbaiki jaringan agar mudah digunakan kembali. Biasanya ketika 
computer bermasalah maka harus dimatikan terlebih dahulu atau di restart 








E. Analisis SWOT 
1. Strength 
Bagian pinjaman menangani anggota KPPD DKI Jakarta yang ingin 
mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan anggota. Untuk menarik 
minat anggota dalam mengajukan pinjaman, KPPD DKI Jakarta 
memberikan beberapa keunggulan diantaranya: pinjaman yang dapat 
diajukan ialah maksimal Rp. 100.000.000 dengan jangka waktu pinjaman 
maksimal 36 bulan, transaksinya mudah, pencairan dana pinjamannya cepat 
(apabila anggota telah memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman maka 
dana pinjaman akan langsung cair pada hari yang bersamaan dengan 
pengajuan pinjaman tersebut), tanpa agunan (tidak ada surat berharga yang 
menjadi jaminan bagi anggota ketika meminjam uang), pembayarannya 
autodebet (ketika mengangsur pinjamannya maka dana langsung dipotong 
oleh bank DKI dari Tunjangan Kinerja Daerah/TKD anggota), anggota 
dapat secara langsung mengajukan pinjaman kedua setelah melunasi 
pinjaman pertama, dan anggota mendapatkan SHU setiap melakukan 
transaksi pinjaman.  
2.  Weakness 
Apabila anggota yang mengajukan pinjaman mengalami masa telat 
bayar atau nunggak selama sebulan, maka koperasi tidak dapat menagih 
secara langsung selama 2 kali dibulan berikutnya. Karena, walaupun 






pemotongan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) anggota dalam setiap bulan 
untuk angsuran pinjamannya, terkadang ada saja anggota yang terlebih 
dahulu mencairkan TKD sebelum dipotong oleh Bank DKI. Jadi, akibatnya 
TKD anggota tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran terkait 
angsuran pinjamannya tersebut. 
3.  Opportunity 
Pada bagian pinjaman KPPD DKI Jakarta sangat mudah untuk 
bekerjasama dengan Bank DKI dalam melakukan potongan TKD 
(Tunjangan Kinerja Daerah) pada saat anggota mengangsur pinjamannya. 
Hal ini dikarenakan, anggota koperasi merupakan para PNS DKI Jakarta 
yang memiliki pengahasilan tinggi. Koperasi mampu untuk 
mengembangkan kegiatan usahanya dengan cara memberikan pelayanan 
terbaik kepada anggota terutama dalam hal pemberian pinjaman. Karena, 
sumber pendapatan utama koperasi berasal dari penyaluran pinjaman uang.  
4. Threat 
Pada bagian pinjaman KPPD DKI Jakarta memiliki persaingan terbesar 
dengan koperasi-koperasi lainnya. Karena, besaran jasa pinjaman yang ada 
di KPPD DKI Jakarta ialah 1,5% dalam setiap bulan. Berbeda dengan 
beberapa koperasi lainnya dengan bunga/jasa pinjaman yang cukup rendah 
dibawah besaran bunga/jasa pinjaman di KPPD DKI Jakarta. Sehingga, hal 
inilah yang membuat KPPD DKI Jakarta mengalami persaingan dengan 






F.  Analisis Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah DKI Jakarta didirikan pada tanggal 
30 Juli 1979 dan telah memperoleh Badan Hukum Nomor 1324/BH/I tanggal 
28 November 1979. Melihat jumlah anggota KPPD DKI Jakarta pada tahun 
2019 ialah sebanyak 11.277 anggota dengan 7 pengurus di dalamnya. Sehingga 
koperasi dapat meningkatkan peluang dalam mengembangkan kegiatan 
koperasi terutama pada bagian penyaluran pinjaman uang. Bagian pinjaman 
uang KPPD DKI Jakarta menghasilkan sumber pendapatan terbesar koperasi. 
Hal ini dikarenakan banyaknya anggota yang tertarik untuk meminjam uang di 
koperasi. Besaran pinjamannya mulai dari Rp. 1.000.000 - Rp. 100.000.000 
dengan jasa pinjaman 1,5 % dan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan. 
Mekanisme pinjaman yang ada di KPPD DKI Jakarta yaitu diikuti oleh alur 
persyaratan pengajuan pinjaman anggota mulai dari tahap pengisian form 
pengajuan pinjaman, penginputan data pinjaman, pengecekan data pinjaman 
anggota, analisa pinjaman anggota, hingga disetujui oleh kepala bagian 
pinjaman dan bagian keuangan. Hal terpenting sebelum anggota mengajukan 
pinjamannya ialah dapat dianalisa kembali mengenai angsuran pinjaman 
anggota apakah ada yang telat bayar/nunggak pembayarannya selama masa 
pinjaman berlangsung. Karena, apabila anggota telat membayar pinjaman 
selama lebih dari 2 bulan maka konsekuensinya ialah tidak dapat mengajukan 
pinjaman baru dan harus terlebih dahulu melunaskan seluruh tunggakan 
pinjamannya disertai dengan pembayaran sisa pinjaman berikut bunga/jasa 







Bagi anggota yang ingin mengajukan pinjaman lebih dari satu kali 
walaupun terkadang dalam masa pinjaman anggota yang pertama masih belum 
terlunasi, maka pada pinjaman kedua biasanya anggota dapat melakukan Top-
Up dengan cara menutup pinjaman lama dan mengajukan pinjaman baru. 
Sebagai contoh, sisa pinjaman anggota yang pertama ialah Rp. 5.000.000 dan 
anggota ingin mengajukan pinjaman kedua sebesar Rp. 25.000.000, maka Top-
Up dapat dilakukan dengan menutup pinjaman pertama anggota tersebut. 
Sehingga anggota membawa pinjaman uangnya sebesar Rp. 20.000.000 
(dengan catatan pinjaman anggota yang tertera pada data pinjaman ialah tetap 
Rp. 25.000.000). Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota 
bilamana ada yang ingin mengajukan pinjaman baru dan menutup pinjaman 
lamanya agar dapat cair pada saat pengajuan pinjaman berlangsung. 
Bagian pinjaman KPPD DKI Jakarta bertujuan untuk menangani kebutuhan 
anggota yang ingin mengajukan pijamannya dari proses pengajuan hingga 
proses pencairan pinjaman. Mengenai bagian pinjaman dalam koperasi simpan 
pinjam yang dipelajari selama di kampus ialah hanya teori-teorinya saja. 
Sedangkan yang membedakannya ialah pada pelaksanaan PKL ini praktikan 
dapat memahami secara lebih luas dan mendalam mengenai kegiatan dan tata 
kelola koperasi. Sehingga pada saat praktikan melaksanakan PKL di KPPD DKI 
Jakarta dapat menerapkan teori yang praktikan pelajari selama di kampus untuk 
melaksanakan pekerjaan praktikan selama PKL di KPPD DKI Jakarta agar 













Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu cara yang digunakan 
oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam upaya memberikan gambaran 
serta pengalaman dunia kerja bagi mahasiswa. Praktik Kerja Lapangan 
dilakukan di Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah DKI Jakarta atau yang biasa 
disingkat dengan sebutan KPPD DKI Jakarta. KPPD DKI Jakarta beralamat di 
Jalan Jaksa No. 25, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Praktikan melakukan PKL pada 
tanggal 28 Januari-1 Maret 2019. Jam kerja dimulai serta di akhiri pada pukul 
08.00-16.30 WIB untuk hari kerja senin s/d kamis sedangkan hari jumat 08.00-
17.00 WIB.   
Praktikan memilih KPPD DKI Jakarta sebagai tempat PKL karena 
praktikan ingin mengetahui tata kelola koperasi yang menaungi para Pegawai 
Negeri Sipil di Provinsi DKI Jakarta yang notabennya memiliki penghasilan 
yang bisa dikatakan tinggi. Pada saat PKL di KPPD DKI Jakarta praktikan 
ditempatkan pada bagian pinjaman yang tentu saja mendapatkan tugas selama 
kurang lebih sebulan PKL di koperasi. Selama melaksanakan praktik kerja 
lapangan, praktikan dapat menarik kesimpulan mengenai beberapa hal sebagai 
berikut:  






2. Praktikan dapat memahami bagaimana cara mengoperasikan software, 
menginput data pinjaman, melakukan pengecekan data pinjaman anggota, 
menerima panggilan telfon dari anggota serta bersikap ramah kepada 
anggota; 
3. Praktikan dapat mengatasi kendala ketika masih kurang memahami tentang 
software yang tersedia dengan bertanya secara langsung dan melihat cara 
kerja staff kemudian meminta untuk diajarkan bagaimana mengoperasikan 
tools yang dipakai oleh KPPD DKI Jakarta; dan 
4. Praktikan mendapatkan pengalaman tentang lingkungan kerja baru dan 
memahami cara bersosialisasi dan berkoordinasi dalam lingkungan kerja.  
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Koperasi 
Pegawai Pemerintah Daerah DKI Jakarta (KPPD DKI Jakarta), berikut ini 
adalah saran yang bisa praktikan berikan terkait pelaksanaan PKL, yaitu:  
1. Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang akan 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan   
a. Mahasiswa perlu memerhatikan tahapan-tahapan yang dilakukan 
sebelum melakukan PKL, seperti memastikan kesediaan koperasi dalam 
menerima mahasiswa untuk melaksanakan PKL; 
b. Mempersiapkan keperluan administrasi untuk keperluan praktik kerja 






c. Sebaiknya sebelum melaksanakan praktik kerja lapangan, mahasiswa 
membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan 
bidangnya;  
d. Selama praktik kerja lapangan berperilaku baik dan menjaga nama baik 
Universitas Negeri Jakarta;  
e. Melakukan komunikasi dan bertanya apabila menemukan kesulitan 
dalam melaksanakan tugas; dan 
f. Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan.  
2. Bagi Prodi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta  
a. Prodi Pendidikan Ekonomi sebaiknya memberikan waktu lebih untuk 
mahasiswa praktik kerja lapangan agar mahasiswa mendapatkan 
pengalaman kerja yang penuh; dan 
b. Dapat menjalin hubungan baik serta kerja sama dengan instansi yang 
pernah menerima mahasiswa praktik kerja lapangan. 
3. Bagi KPPD DKI Jakarta 
a. Membuat nomor antrian agar tidak ada anggota yang mendahulukan 
anggota lain. Hal ini bertujuan untuk memudahkan praktikan dan staff 







b. Memperbaiki software termasuk komputer yang ada di koperasi agar 
mahasiswa yang PKL selanjutnya atau karyawan setempat tidak 
bermasalah dengan software yang terkadang lambat atau not 
responding, melihat banyak anggota yang mengajukan pinjaman jadi 
menunggu lama karena software bermasalah, sebaiknya hal ini dapat 
diatasi oleh pihak KPPD DKI Jakarta agar tidak menghambat 
pekerjaan. 
c. Manajemen waktu jam kerja yang kurang baik harus diubah, contoh 
bagi para karyawan ditetapkan jika masuk jam 8 pagi maka semua 
karyawan wajib tepat waktu walaupun anggota yang memiliki urusan 
terkadang datang jam 9 pagi, seharusnya karyawan dapat mengikuti 
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Lampiran 6 - Log Harian PKL 
No. Hari Tanggal Kegiatan 
1. Senin 28-1-2019  Perkenalan dengan semua pegawai yang ada di 
KPPD DKI Jakarta. 
 Penjelasan seputar job description yang akan 
dilakukan selama PKL di briefing oleh Kabbag. 
Pinjaman. 
 Menyusun form berkas untuk anggota yang 
mengajukan pinjaman. 
2. Selasa 29-1-2019  Menyusun form berkas untuk anggota yang 
mengajukan pinjaman. 
 Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
3. Rabu 30-1-2019  Menyusun form berkas untuk anggota yang 
mengajukan pinjaman. 
 Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
4. Kamis 31-1-2019  Menyusun form berkas untuk anggota yang 
mengajukan pinjaman. 
 Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 






untuk KPPD dan anggota. 
5. Jum’at 1-2-2019  Menyusun form berkas untuk anggota yang 
mengajukan pinjaman. 
 Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
6. Senin 4-2-2019  Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
7. Rabu 6-2-2019  Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
8. Kamis 7-2-2019  Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
9. Jum’at 8-2-2019  Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 






untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
10. Senin 11-2-2019  Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
11. Selasa 12-2-2019  Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
12. Rabu 13-2-2019  Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
13. Kamis 14-2-2019  Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
14. Jum’at 15-2-2019  Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 






untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
15. Senin 18-2-2019  Menyusun form berkas untuk anggota yang 
mengajukan pinjaman. 
 Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
16. Selasa 19-2-2019  Menyusun form berkas untuk anggota yang 
mengajukan pinjaman. 
 Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
17. Rabu 20-2-2019  Menyusun form berkas untuk anggota yang 
mengajukan pinjaman. 
 Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 







 Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
19. Jum’at 22-2-2019  Menyusun form berkas untuk anggota yang 
mengajukan pinjaman. 
 Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
20. Senin 25-2-2019  Menyusun form berkas untuk anggota yang 
mengajukan pinjaman. 
 Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
21. Selasa 26-2-2019  Menyusun form berkas untuk anggota yang 
mengajukan pinjaman. 
 Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 






 Mengangkat telfon. 
22. Rabu 27-2-2019  Menyusun form berkas untuk anggota yang 
mengajukan pinjaman. 
 Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
23. Kamis 28-2-2019  Menyusun form berkas untuk anggota yang 
mengajukan pinjaman. 
 Mengecek kelengkapan data anggota di form 
pinjaman dan menginputnya pada data di computer 
 Memilah dan memilih form pinjaman disimpan 
untuk KPPD dan anggota. 
 Mengangkat telfon. 
24. Jum’at 1-3-2019  Perpisahan dengan pegawai koperasi dan pemberian 
kenangan foto bersama seluruh pegawai KPPD DKI 
Jakarta sebagai wujud terima kasih.  

















































Lampiran 11 - Form Surat Kuasa Pemotongan Gaji Tunjangan Kinerja  












































Lampiran 15 - Rincian Pinjaman Anggota 
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